
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam b.uruf a dan buruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengclolaan 
Aplikasi Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi 
lnfonnasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun; 

b. babwa aplikasi perencanaan pembangunan berbasis 
teknologj infonnasi (ePlanning) merupakan 
perwuiudan penyelarasan perencanaan pembangunan 
di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan 
perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan 
menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan 
daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh 
pemangku kepentingan pembangunan di daerah; 

a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan 
pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, 
perlu untuk mengembangkan aplikasi perencenaan 
berbasis teknologi infonnasi melalui aplikasi 
ePlanning: 

Menimbang 

BUPATI SAROLANGUN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN APUKASl PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
BERBASlS TEK.NOLOGI INFORMASI 

DI LING KU NGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN 

PERATIJRAN BUPATI SAROLANGUN 

NOMOR~TAHUN 2018 

TENTANO 

BUPATI SAROLANGUN 

PROVINS! JAMB! 
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5. Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

4. Undang-Undang Nomo, 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang · Undang Nomor 9 Tabun 2015 
tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Keterbukaan lnformasi Publik (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang 
' ( lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten tang 

[ Pf.lNUT PfJIATtlllAII Bur hTI J 
I. Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupatcn Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tabun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagai mana telah 
diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tabun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 54 Tabun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten 
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 
Nomor 81 Tambahan Lembaga Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 

Mengingat 



PENGEWLAAN APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
BE:RBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAROL.ANGUN 

MEMU1'1JSKAN: 

10. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan lnformasi 
Nomor 65 Tahun 2005 peribal Pengembangan Layanan 
Pemerintah seeara Elektronik pada berbagai inetansi 
Pemerintah. baik di Pusat maupun di Daerab 

9. lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 200 I ten tang 
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di 
Indonesia; 

8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 

7. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Peogelolaan Daerah sebagaimana telah 
diubab beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 centang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor310); 

6. Peramran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Sena Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Betita Negara Republik Indonesia 
Tabun 2017 Nomor 1312); 

LHINUJ PfllAftlllA~ 8Ul'JJI) 
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14. Visi adalab rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

15. Misi adalah rumusan u.mum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mcwujudkan visi. 

16. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi,dan merupakan ha! yang akan 
dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. 

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjumya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penye!enggara Pemerintab daerah. 

5. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjumya disingkar 
Bappeda 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang 
daerah, 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebaga.i Perangkat Daerah 
Kabupaten Sarolangun. 

8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Sarolangun. 

9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun. 

10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan rnasa depan yang 
tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang 
ada tepat melalui urutan piliban dengan memperhirungkan sumber daya 
yangada 

11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tabapan-tahapan kegiatan yang melibatkan sebaga.i unsur pemangku 
kepentingan didalamnya,guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 
daya yang ada,dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/daerah dalamjangka waktu tertentu. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjumya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(Lima) tahun yang merupakan panjabaran visi.misi dan program Bupati 
dan penyu.sunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan 
RPJM Nasional. 

13. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah 
dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) 1'ahun. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraiuran Daerah ini. yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun 

3. Bupati adalah Bupati Sarolangun 

ML'WUT Pf8ATlll!A~ BUJ' ATI 



27. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang clilaksanakan dalam 
tahapan penyusunan RKPD. 

28. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang setaniumya disingkat RKA 
SOPD adalab dokumen perencanaa dan penganggaran pemerintah 
daerab yang berisi program dan kegiatan SOPD serta anggaran 
sementara clidasarkan asas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ( KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS). 

26. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan ditingkat 
kecamatan, 

22. Rencana Kerja Pemerintah Daerab yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (saru] tahun yang 
merupakan penjaba.ran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD. 

23. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen 
perencanaan OPD untuk periode I (satu) tahun yang memuat 
kebijakan,program dan kegiatan pembangunan,baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah daerab maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat. 

24. Forum OPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah 
untuk menentukan prioritas program daa kegiatan pembaagunan hasil 
musrenbang kecamatan dengan OPD, serta menyusun dan 
menyempumakaa Renja OPD yang tata cara penyelenggaraannya 
difasilitasi oleh OPD yang bersangkutan. Forum gabungan OPD yang 
dikelompokaa berdasarkaa fungsi,misi,prioritas pembangunan (comman 
gools),dan/atau program. 

25. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 
musrenbang adalah forum aatarpemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan daerah. 

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personal,barang modal 
termasuk peralatan dan tekhnologi.dana atau kombinasi dari beberapa 
atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan ( Input) untuk 
menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa. 

20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau 
telah clicapai senubungan deogan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang rerukur, 

2 l. Evaluasi Kinerja adalab proses penilaian terhadap rencana yang 
ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati. 

17. Sasaran adalah penjabara.n dari tujuan.yaitu apa yang akan dicapai atau 
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. 

18. Program adalab penjaba.ran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan mengunakan sumoer daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, 
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40 Pengolahan data adalab kegiatan yang menyaogkut penambahan 
dara.penghapusan data,pengeditan data,pengurutan data,pencarian 
terhadap data tertentu,perhiwngan·perhitungan yang dilakukan 
terhadap data.penyirnpanan terhadap data yang telah a.kucat dan lainnya 
sesuai dengan yang diinginkan pemakai. 

kata 
suatu 

yang meliputi 
menggambarkan 

39. Data adalab kumpulan informasi 
kata,bagan,grafik,ataupun simbol yang 
ide.obyek.kondisi atau situasi tertenru. 

29. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan,belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode l (satu) tahun. 

30. Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksirnal 
anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA-SOPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
dikeruai oleb Sekretaris Oaerah yang mempuoyai tugas menyusun 
rancaogao anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah. 

33. Usulan Masyarakat adalah usulan kegiacan yang diusulkan secara 
langsung oleh masyarakat pada musrenbang desa kemudian di input ke 
aplikasi e-Planning. 

34. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk 
mengumpulkan,menyiapkan,menyimpan.memproses,mengumumkan1 

menganalisa, dan/atau menyebarkan infonnasi. 

35. lnfrastruktur Tekb.oologj lnformasi yang selaniutnya disebut 
lnfrastrukrur a.dalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi 
data dan fasilitasi peodukung la.inn ya yang mendukung penyelenggaraao 
sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online ( E 
planning}. 

36. Sistern Elektronik adalab serangkaian perangkatdan prosedur elektronik 
yang berfungsi rnempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, meoyimpan, meoampilkan, mengu:mumkan, mengirimkan 
dan menyebarkan informasi. 

37. Si stem Aplikasi Perencanaao Pembangunan Daerah berbasis Teknologi 
lnformasi tePlanning) Kabupateo Sarolangun yang selanjutnya disingl<at 
ePlanning adalab alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah secara ststemaus dan dapar diakses secara online 
oleh pengguna Aplikasi. 

38. Pengguna Aplikasi Perencanaan Pembangunan Oaerah Berbasis Online ( 
E-planning) adalah masyarakat umum.SOPD,Kecamatan,yang 
memanfaatkan fasilitas atau Informasi yang ctisediakan oleb 
penyelenggara E-Planniag. 



( 1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk: 
a.Mengatur Pengelolaan aplikasi ePlaooiog untuk seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan di Kabupaten Sarolangun; dan 
b.Mengelola Penyampaian usulan kegiatan perioritas, pengelolahan data dan 

penetapan rencana kegiatan unruk dokumen RKPD. 
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

a. Memberikan acuan pelaksanaao dan penggunaan aplikasi ePlanning bagi 
seluruh OPD dan para pemangku kepentingan daerah; 

b. Menciptakan Konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah; 
c, Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas 

perencanaan pembangunan dalam rangka meodukuog pendekatan 
kinerja pelayanan publik;dan 

d. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahyang baik dan bersih dengan 
memanfaatkan tekhnologi infonnasi untuk menghasilkan secara 
konsisten basil perencanaan yang berkualitas. 

MAKSUD,TUJUAN DAN KEDUDUKAN 
Bagian Kesatu 

Pasal 2 

BABU 

41. lnformasi adalah basil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih 
berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian 
kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan 
keputusan. 

42. Aplikasi ePlanning adalah aplikasi yang bersifat umum dan 
khusus,dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat 
digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk 
mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah 
aplikasi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk mengusul.kan 
kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan 
yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan 
pembangunan tahunan daerah. 

43. Pokok-Pokok pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang behasil dari 
basil reses DPRD Kabupaten Saro!angun yang diusulkan dan diinput 
kedalam aplikasi E-Planning. 
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Super Admin aplikasi ePlanning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu 
oleh Tim Pengelola aplikasi ePlanning yang terdiri dari : 
a. Tim Peodamping Teknis, yaitu tenaga/ahli personil yang berpengalaman 

dibidang sistem informasi dan tekoologi; dan 
b. Tim lainnya beranggotakan aparatur Bappeda sebagai Admio Perencana. 

Pasal 5 

(2) Kepala Bidang Peodaoaan dan Kerjasama Pembangunan Bappeda sebagai 
penanggung jawab barian pengelolaan sistem ePlanniog. 

(3) Kepala sub bidang pendanaan pada bidang Pendanaan dan Kerjasama 
Pembangunan Bappeda Kabupaten Sarolangun selaku Super Admin sebagai 
penanggungjawab teknis aplikasi ePlanning. 

(4) Satu orang Staf Fungsional Umum pada sub bidang pendanaan pada bidang 
Pendanaan dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kabupaten Sarolangun 
selaku Super Admin sebegai penanggungjawab teknis aplikasi ePlanning. 

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi ePlanoiog, yaitu: 
( I) Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi ePlanning. 

Bagian Kesaw 

Penanggungjawab Aplikasi ePlanning 

Pasa.14 

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai: 
a. Sistem pendukung kepurusan (decision support system) untuk 

mengumpulkan data,mengelolah data, aoalisis data dan pengambilan 
keputusan dalam proses perencanaan daerah; 

b. Sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar 
pemerintah dao pemaogku kepentingan pembangunan !ainnya; 

c. Sistem (nformasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur 
pada setiap tahapan perencanaan daerah; 

d. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan 
menggunakao sandi sebagai tanda masuk kedalam aplikasi ePlanning; 

BAB Ill 

PENGEWLAAN APLIK...SJ ePJanning 

Bagian Kedua 
Kedudukao 

Pasal 3 

(lf.lliUI PE!IAIIIRA'I BUl'All) 



l) Pengelolaan aplikasi ePlanning pada Super Admin dan Ad.min Perencana 
adalah sebagai berikut : 

a. Super Admin membuat username dan password pengguna aplikasi 
ePlan.ning 

b. Super Admin melakukan penginput RPJMD Kabupaten Sarolangun 
c. Admin Perencana merupakan verifikator terhadap usu Jan kegiatan 

OPD 
2) Pengelolaan aplikasi ePlanning pada Admin OPD adalah sebagai berikut : 

a. Admin OPD melalukan penginputan Renstra, renja OPD 
b. Admin OPD melakukan verifikasi atas usulan pada musrenbang 

3) Pengelolaan aplikasi ePJanning pada Ad.min OPD Kecamatan adalah sebagai 
berikut : 

a. Admin Kecamatan melalukan penginputan Renstra, renja OPD 
b, Admin Kecamatan melakukan penginputan hasil murenbangdes 
c. Admin Kecamatan melakukan verifikasi atas usulan pada 

musrenbangdes di musrenbang kecamatan 

Bagian ketiga 
Pengelolaan Aplikasi ePlanning 

Pasal 8 

Pengguna aplikasi ePlanning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
mendapatkan username dan password dari Super Admin aplikasi ePlann.ing; 

PasaJ 7 

Pasal 6 
I) Pengguna aplikasi ePlanning terdiri dari : 

a. Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dengan password eksekutif; 
b. DPRD Kabupaten Sarolangun dengan password legislatif; 
c. Sekretaris Daerah dengan password eksekutif; 
d. OPD Kabupateo Sarolangun password admin OPD; 

2) Pengguna aplikasi ePlanning sebagaimana dimaksud pada ayat (l J 
meoyampaikan usulan melalui ePlanning dengan pembagian sebagai 
berikut : 
a. Pengguna Internal, terdiri da:ri : 

1. Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 
2. Sekretaris Dae rah 
3. OPD Kabupaten Sarolangun 

b. Pengguna Eksternal yaitu DRPD Kabupaten Sarolangun 

Bagian Kedua 
Pengguna Aplikasi ePlanning 
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BABV 

PENOENDALIAN DAN EVAWASI 
Kepa la Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan 
ePlanning, sesuai dengan ketentuan Peraruran Perundang-undangan. 

Bagian Kcdua 

Jadwal Aplika.si ePJanning 

Pa.saJ 10 
Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui ePlanning mengjkuti 
ketencuan penyusunan RKPD Kabupaten Sarolangun. 

Tahapan dan proses Aplikasi eP!anning terdiri dari : 
(I) RPJMD 
(2) Renstra SKPD 
(3) Musrenbang Desa 
(4) Musrenbang Kecamatan 
(5) Forum OPD 
(6) Musrenbang Kabupaten 
(7) Renja OPD 
(8) RKPD Final 
(9) Pra RKA 

T AHAPAN DAN JADW AL APUKASJ ePJanning 

Bagian Kesaru 

Tahapan Aplika.si ePlanning 

Pasal9 

BAB JV 

4) Hasil reses DPRD diinput oleb para anggota OPRD di aplikasi ePlannjng 
sebelum RKPO Kabupaten disahkan. 

(#JNUJ PEf!ATURAN OUPATIJ 



c, 
THABRONI ROZALl 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAROIANGUN TAHUN 2018 NOMOR ~ 

• pada tanggal .,, ~""'" 2018 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SAROLANGUN, 

Diundang di Sarolangun 

CEK ENDRA 
AtPAAD N.1.SfU SH 
~ ? 1!01111' 1991'3 t l.-' 

T£LAB 011ELITI >.£Bt:'!ARANN\'A 

' pada tanggal ii{; Jao,qn 2018 

BUPATI SAROLANGUN, 

A - - 

Ditetapkan di Sarolangun 

BABVl 

PENUTUP 
Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sarolangun. 


